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ABSTRAK
Pemilihan kepala daerah menjadi isu yang menarik pada setiap zaman, sudah banyak
bermunculan tokoh-tokoh Islam yang menyusun konsep tentang pemilihan pemimpin di
antaranya yaitu Al-Mawardi. Ia seorang tokoh ahli fikih terkemuka dari kalangan Madzhab
Syafi‘i dan paling berpengaruh di bidang siyasah pada masa Daulah Abbasiyah hidup antara
abad ke tiga hijriyah. Namun demikian meskipun di negara kita sudah dirumuskan undang-
undang tersendiri mengenai pemilihan seorang pemimpin, alangkah baiknya dapat
mengakomodasi pemikiran tokoh-tokoh Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Pertama bagaimana analisis fikih siyasah terhadap pemikiran Al-Mawardi tentang pemilihan
memimpin?. Kedua bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Nomor
10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah?. Tujuan penelitian ini adalah ingin
menganalisis pemikiran Al-Mawardi tentang pemilihan pemimpin dan untuk mengetahui
relevansi pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Daerah.
Metode yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research)
dengan sumber primer berupa buku Al-Ahkam As-Shulthaniyah karya Abu Hasan Ali ibn
Muhammad Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala
daerah kemudian sumber skunder seperti buku buku, karya ilmiyah, artikel dan jurnal yang
berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan penujang lainya seperti sumber data tersier.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Al-
Mawardi diwajibkan untuk memilih seorang pemimpimpin dalam suatu wilayah, sedangkan
mekanisme pemilihan kepala daerah proses pengangkatanya dilakukan dengan dua cara yaitu
pertama pengangkatan dengan cara ditunjuk langsung melalui akad oleh khilafah, kedua
pengangkatan yang dilakukan oleh wazir tafwidhi (pembantu khilafah bidang pemerintahan).
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 seorang pemimpin dipilih secara
lamgsung oleh rakyat. Adapun Relevansi antara pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang
Nomor 10 tahun 2016 ialah mempunyai syarat dan karakteristik yang sama terhadap calon
pemimpin yaitu bersifat adil, memiliki ilmu yang luas, sehat jasmani dan rohani. Perbedaanya
hanya pada pemikiran Al-Mawardi ketentuan seorang pemimpin harus dari golongan suku
Qurais. Adapun dalam mekanisme tidak terdapat relevansi.





                
          
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu,
orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di
antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang
yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah
jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman”.
(Q.S. Al-Maidah (5) : 57).
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A. Penegasan Judul 
Judul dari skripsi ini ialah “Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemikiran Al-Mawardi 
tentang Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pemilihan Kepala Daerah”. Untuk menghindari pemahaman yang berbeda, maka 
diperlukan adanya penjelasan dari berbagai istilah yang terdapat pada judul besar sehingga skripsi ini 
relevan dengan yang penulis maksutkan. Adapun istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berikut: 
1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelidikan yang dilakukan untuk 
mengetahui bagaimana suatu peristiwa itu terbentuk dan terjadi dan juga untuk mengetahui 
keadaan yang sebenarnya secara konkrit terhadap suatu peristiwa sebab musabab keadaan 
tersebut.
1
 Sedangkan menurut Wiradi analisi adalah suatu tindakan atau kegiatan memisahkan 
dan mengklarifikasikan sesuatu, yang kemudian dikelompokan sesuai parameter tertentu.
 2
 Jadi 
yang dimaksut analisis adalah ialah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan 
yang mendalam dan terstruktur bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan 
pemahaman arti dari keseluruhan kupasan mengenai suatu soal. 
2. Fiqih Siyasah ialah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan 








4. Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Ia seorang 
pemikir Islam terkenal, ahli fikih terkemuka dari ahli Mazhab Syafi‟i dan tokoh politik cukup 
berpengaruh pada masa Daulah Abbasiyah. Adapun karya-karya yang ditulis Al-Mawardi 
diantaranya adalah Al-tafsir, Adab Al-Qody, Adab Al-Dunya wa Al-Din.
5
 
5. Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia adalah hubungan atau keterkaitan 
antara suatu hal yang satu dengan yang lain.
6
Relevansi itu sendiri memiliki arti hubungan atau 
keterkaitan antara dua hal yang terikat jika antara keduanya disatukan maka hal tersebut akan 
saling berhungan antara satu dengan yang lain. 
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 adalah dasar hukum adanya peraturan mengenai 
pemilihan kepala daerah atas perubahan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 yang disahkan 
pemerintah pada tanggal 1 Juli 2016 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130.
7
 
Melihat dari berbagai istilah-istilah yang telah dijelaskan di atas yang di maksud dengan 
Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemikiran Al-Mawardi tentang Pemilihan Pemimpin dan 
Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ialah 
menganalisis bagaimana proses atau mekanisme pemilihan kepala daerah dari pandangan tokoh 
politik Islam yaitu Al-Mawardi dan hukum di Indonesia terkhusus Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
                                                          
1 Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2011), h. 105. 
2 Rudi Erwin Kamus Hukum (Jakarta: Sinar  Grafika, 2000), h.8. 
3 Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah, (Jakarta:Prenadamedia Group,2014). h.4. 
4 Ibid. h.1073. 
5 Ali Abdul Mu‟ti Muhammad,  Filsafat Politik Antara Barat dan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.365. 
6 Departemen Pendidikan Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 1158. 





2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan mengetahui bagaimana relevansi dari kedua teori 
tersebut. 
B. Alasan Memilih Judul 
Beberapa alasan yang memotifasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi ini 
yaitu :  
1. Alasan Obyektif 
a. Al-Mawardi termasuk tokoh yang memiliki berbagai pemikiran tentang pemilihan pemimpin 
yang banyak dibahas di Indonesia terutama tentang bagaimana mekanisme dan 
karakteristiknya, karena mayoritas masyarakat saat ini sangatlah minim kepercayaan terhadap 
pemimpin disebabkan maraknya pemimipin yang mengabaikan rakyatnya dan banyak yang 
tersandung berbagai kasus terutama korupsi. 
b. Pemahaman masyarakat Indonesia terutama terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pemilihan Kepala Daerah yang masih kurang yang mengakibatkan terjadinya 
kecurangan dalam Pemilihan Umum. 
2. Alasan Subjektif 
a. Pokok bahasan judul ini sangat relevan dan berkaitan erat dengan disiplin ilmu di Fakultas 
Syari‟ah jurusan Siyasah sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini. 
b. Terdapat banyak sarana dan prasarana yang menjadi penunjang terlaksanya penelitian ini, 
seperti literatur-literatur yang mudah di dapatkan di perpustakaan. 
C. Latar Belakang Masalah  
Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Ia 
pemikir Islam terkenal ahli fiqih terkemuka dari ahli mazhab Imam Syafi‟I dan tokoh paling 
berpengaruh pada masa Daulah Abbasiyah. Ia hidup antara 364 H/972 M ia belajar hadis di negeri 
Bashrah kepada Hasan bin Ali Muhammad Al-Jabali kemudian belajar fikih kepada Abdul Qasim 
Abdul Wahid bin Muhammad As-Shamiry Al-Qady, ia wafat pada tahun 450 H/1058 M dan 
dikebumikan di kota Al-Manshur di daerah Babi Hard Baghdad.
8
 Al-Mawardi terpilih menjadi qadhi 
(hakim) dibeberapa negara dan cukup terkenal, sehingga mendapat gelar Aqdal Qudat (hakim agung).  
Banyak karya-karya yang ditulis Al-Mawardi, diantara tulisanya dibidang politik yaitu Al-
Ahkam Al-Sulthaniyyah (Nomorrma-Nomorrma Pemerintahan), Nashihahn Al-Muluk (Nasehat Untuk 
Para Pemimpin), Adab Al-Wazir.
9
 Karakter pemikiran Al-Mawardi juga terinspirasi oleh tokoh-tokoh 
klasik abad sebelum masehi seperti Plato, Aristoteles dan tokoh Islam Ibnu Abi Rabbi. Al-Mawardi 
selalu mengutamakan perpolitikan yang sesuai dengat syari‟at untuk memenuhi kebutuhan sosial, 
menciptakan ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupan manusia, maka dari itu masyarakat 
harus mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala negara.
10
  
Dalam Islam sendiri tidak hanya mengatur ibadah dan akhlak serta urusan akhirat saja, tetapi 
juga mengatur urusan dunia termasuk bagaimana cara hidup bersosialisasi maupun bernegara salah 
satunya yaitu pemilihan seorang pemimpin hal ini disebutkan dalam dalil : Pertama, berdasarkan Al-
Qur‟an : 
                              
                        
                                                          
8 Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah  Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, (Jakarta: Qisthi Pres, 2017),  h.5. 
9 Mu‟ti Muhammad, ,Filsafat Politik Antara Barat dan Islam, h.366. 
10 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al Diniyah. Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dan 




“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 
seorang khalifah dimuka bumi. Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 
bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah (1) : 30) 
 
Kedua,  berdasarkan Hadis Nabi yang berbunyi : 
 
 َواَل َيَِلُّ لَِثالَثٍَة َيُكْونُ ْوَن بَِفاَلٍة ِمَن اْْلَْرِض ِإالَّ أَمَُّرْوا َعَلْيِهْم َأَحَدُىمْ 
“Tidak boleh tiga orang berada disuatu tempat dimuka bumi ini, kecuali bila mereka memilih 
salah seorang diantaranya sebagai pemimpinya”.  




Dari dalil di atas para Jumhur Ulama menafsirkan ayat di atas sebagai      indikasi atau seruan 
dari Allah SWT untuk mengangkat seorang pemimpin dimuka bumi.
12
 Sebagaimana diterangkan 
dalam hadis harus ada satu pemimpin dalam satu wilayah agar adanya orang yang menjadi panutan 
serta membuat kebijakan demi menciptakan kesejahteraan wilayah tersebut. Hal inilah yang menjadi 
dasar pemikiran para politikus dan sejarawan Islam yang kemudian melahirkan teori-teori yang sesuai 
dengan konsep serta syarat-syarat dan kriteria pemimpin dalam Islam, salah satu pemikir Islam 
seperti Al-Mawardi.  
Al-Mawardi menegaskan bahwa syarat-syarat pemilihan pemimpin, perangkat yang 
diperlukan yaitu : pertama para pemilih (Ahl al-ikhtiyar) mereka adalah orang yang memilih 
pemimpin, dan syarat untuk menjadi pemilih antara lain : (1)Adil, (2) mempunyai wawasan tentang 
siapa yng pantas menjadi pemimpin, (3) memiliki kebijakan yang tepat sehingga ia memilih orang 
yang tepat untuk menjadi pemimpin. Kedua para kandidat pemimpin (ahl al-imamah) mereka adalah 
calon-calon yang di persiapkan menjadi pemimpin, syarat untuk setiap kandidat yaitu : (1) adil (2) 
ilmu yang luas, (3) panca indra dan anggota tubuh yang normal.
13
  
Mengenai konsep pengangkatanya ada dua prosedur. Pertama, Proses pemilihan yang 
dilakukan oleh ahlul hallil wa aqdi (para wakil rakyat) Kedua, penunjukan atau wasiat dari imam 
sebelumnya. Cara kedua ini terjadi ketika pengalihan kekuasaan dari Abu Bakar As-Shidiq kepada 
Umar bin Khatab.Adapun dalam proses pengangkatan kepala daerah ialah Pertama dengan cara 
ditunjuk oleh khalifah (pemimpin) yang menyerahkan kewenanganya untuk menangani satu daerah 
atau wilayah beserta penduduknya kepada seorang yang diangkat sebagai kepala daerah. Kedua 
diangakat oleh wazir tafwidhi (pembantu khilafah bidang pemerintahan) dalam hal ini atas izin dari 
khalifah atau atas kewenanganya sendiri.
14
  
Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi yang berlandaskan 
pancasila, yang dimaksud demokrasi pancasila yaitu suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada 
nilai-nilai falsafah hidup bangsa Indonesia yang terkandung di dalam idiologi pancasila, yang 
terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara pemilihan yang dilakukan oleh wakil 
rakyat  memang sudah berlaku dalam banyak negara modern, seperti Indonesia sebelum 
dilaksankanya pemilihan presiden langsung pada 2004, dimana Presiden secara periodik dipilih dan 
                                                          
11 Imam Ahmad bin Muhammad Hambal, Musnad Imam Ahmad, (terj. Amir Hamzah,Fukhruddin dan Hanif Yahya), 
Juz III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.139. 
12 Ninu M Armand, Ensilopedi Hukum Islam,( Jakarta: Pustaka RI, 2005), h. 84. 
13 Dedy Ismatulloh, Ilmu Negara dalam Multi Perspektif, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) , h. 41. 




diangkat oleh Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), suatu lembaga politik yang memiliki kedudukan 
tertinggi dalam konstitusi Indonesia sebelum dilakukan amandemen 2000-2003.
15
 
Adapun bukti bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem 
kenegaraanya adalah dengan diadakanya Pemilihan Umum atau yang di sebut dengan Pemilu. 
Pemiliha Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan 
penggantian pemerintah dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka 
diparlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, adil, dan aman.
16
Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam proses Pemilihan Umum 
sebagai indikator proses demokrasi di Indonesia. 
Demi menciptakan proses demokrasi setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis 
lewat mekanisme Pemilu, negara berkewajban untuk membuka saluran-saluran demokrasi.
17
 Pemilu 
di Indonesia meliputi pemilihan legislatif yang meliputi DPR RI,DPD ,DPRD (Provinsi), DPRD 
(Kabu paten/Kota), lalu pemilihan eksekutif yang meliputi Pemilihan Presiden (PILPRES) dan 
Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan secara serentak 
pada kali pertama pada pemilu 2019 yang lalu. Demokrasi merupakan proses pemilihan untuk 
mengisi jabatan Gubernur, Bupati/wali kota, kepala desa sampai ketingkan terendahpun dilakukan 
demokrasi seperti tingkat RT.  
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” artinya setiap orang  mempunyai hak 
yang sama dalam hal memilih ataupun dipilih dalam pemilihan pemimpin, yang kemudian di atur 
didalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
dalam Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi : 
“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai 
Pemilih”. 
Artinya setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih dan bebas berpendapat dengan 
menetukan pilihanya asalkan sesuai dengan koridor peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. 
Kemudia di dalam  Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah 
menjelaskan bahwa syarat-syarat menjadi pemimpin yaitu taat kepada Tuhan dan hukum, 
berpendidikan, mampu secara jasmani dan rohani, serta bebas dari tindak pidana apapun.
18
 Fiqih 
siyasah mengatur mengenai pemilihan pemimpin hampir selaras dengan pemikiran Al-Mawardi, 
hanya saja dalam pembahasan fiqih siyasah tidak menjelaskan secara rinci bagaimana konsep tentang 
pemilihan pemimpin (kepala daerah). 
Sebagaimana konsep yang dipaparkan Al-Mawardi di atas secara umum terlihat jelas bahwa 
pemilihan pemimpin dilakukan dengan dua prosedur yaitu pemilihan yang dilakukan oleh ahlul halli 
wal aqdi dan pemilihan penunjukan oleh iman sebelumnya. Sedangkan dalam pemilihan kepala 
daerah Al-Mawardi menegaskan ada dua prosedur. pertama, kepala daerah diangkat langsung oleh 
khalifah kedua, kepala daerah diangkat oleh wazir tafwidhi (pembantu khilafah bidang 
pemerintahan). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pemilihan pemimpin dilakukan 
dengan cara dipilih langsung oleh rakyat yang bisaa disebut dengan demokrasi. 
Dengan demikian, atas pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang pemilihan kepala daerah terjadi ketidak sinambungan atau ada kesenjangan, maka 
penulis tertarik untuk memberikan skripsi ini mengenai “Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pemikiran 
Al-Mawardi tentang Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah”. 
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D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini adalah bagaimana dasar pemikiran Al-Mawardi tentang pemilihan 
pemimpin. Kemudian bagaimana relevansinya pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan dijelaskan tentang 
masalah yang akan diangkat penulis dengan mencari data-data agar tercipta laporan dan hasil 
penelitian yang lebih akurat dan mencapai sasaran penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman 
bagi pembaca, beberapa hal yang menjadi pokok-pokok masalah dalam skripsi ini adalah: 
1. Bagaimana analisis fikih siyasah terhadap pemikiran Al-Mawardi tentang pemilihan pemimpin ? 
2. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pemilihan Kepala Daerah ? 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Ingin menganalisis pemikiran Al-Mawardi tentang pemilihan pemimpin berdasarkan fikih 
siyasah. 
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 
G. Signifikasi Penelitian 
Adapun kegunaan yang dapat penulis sajikan dari skripsi ini antara lain sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan dan 
pelaksanaan ilmu sistem ketatanegaraan dan pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan 
dengan hukum tatanegara. 
b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam studi hukum 
Islam khususnya mengenai kepemimpinan yang sesuai dengan syari‟at Islam. 
c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan tentang 
pemilihan pemimpin dalam Islam untuk masyarakat luas khususnya umat Islam dengan 
harapan mereka bisa mengambil manfaat dari penelitian ini. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi bagi penelitian berikutnya. 
b. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarajana 
Hukum diperguruan tinggu Universitan Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Penulis memahami bahwa banyaknya literatur yang membahas mengenai pemilihan kepala 
daerah dan tentunya mempunyai redaksi dan subtansi masing-masing, baik dalam lingkup Universitas 
Islam maupun Universitas lainya di Indonesia ini. Namun dengan melihat  tinjauan pustaka yang 
penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis 
dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain agar terhindar dari plagiasi, dan penulis 
menemukan beberapa jurnal dan skripsi yang membahas mengenai kepala daerah seperti : 
Pertama dalam skripsi Ahmad Tamyis mahasiswa Fakultas Syari‟ah Jurusa Siyasah 
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang membahas tentang: Konsep Pemimpin 
Dalam Islam Analisis terhadap Pemikiran politik Al-Mawardi tahun 2018. Dalam penelitian tersebut 
disimpulkan bahwa khusus mengenai pemikiran Al-Mawardi terhadap konsep pemimpin dalam Islam 
sehingga diperoleh pemimpin yang ideal sesuai dengan tuntunan Al-Qur‟an dan As-sunnah. 
Kedua dalam skripsi Muhammad Nasir mahasiswa Fakultas Syari‟ah dan Hukum Jurusan 
Siyasah Perbandingan Madzhab Universitas  Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang membahas tentang : 




sripsi tersebut peneliti membahas tentang pandangan antara Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah 
mengenai sistem pemilian kepala negara. 
Ketiga  dalam skripsi Aulia Mustikawati mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan 
Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang 
membahas tentang: Konsep Politik Al-Mawardi Mengenai Kepala Daerah tahun 2016. Dalam 
penelitian tersebut peneliti membahas tentang pemikiran Al-Mawardi mengenai Kepala Daerah dalam 
Islam dan dalam konteks kontemporer. 
Keempat dalam skripsi Elina Putri Ramadhani mahasiswa Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar‟iyyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 
yang membahas tentang: Anilisis Fikih siayasah terhadap pemikiran Al-Mawardi tentang Proses 
Pengangkatan Kepala Negara 2020. Dalam penelitian tersebut peneliti pembahas tentang bagaimana 
pemikiran Al-Mawardi tentang konsep pengangkatan seorang kepala negara. 
Dari hasil kajian pustaka di atas maka penulis berpendapat antara penilitian yang akan 
penulis bahas subtansinya berbeda dengan kajian ilmiyah di atas, terlebih dengan skripsi yang dibahas 
oleh Auliya Mustikawati dan Ahmad Tamyis yang keduanya sama-sama meneliti tentang pemikiran 
tokoh Al-Mawardi terkait dengan pemilihan kepala daerah, namun kedua bahasan skripsi tersebut 
masih umum sedangkan skripsi yang penulis buat lebih sepesifik terhadap Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 dan kajian ini membahas tentang bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah serta 
syarat dan kriteria dalam pandangan Al-Mawardi serta menganalisi bagaimana fikih siayasah 
memandang pemikiran Al-Mawardi mengenai pengangkatan pemimpin serta bagaimana  
relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 
I. Metode Penelitian 
1. Jenis data  
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu  proses mencari dan 
menyusun secara sistematis dan data yang diperoleh dari sekumpulan pustaka (buku, majalah, 
artikel, biografi, jurnal, dokumenter) dan sumber data lainya yang relevan, baik primer 
maupun sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendalami mengenai pemilihan 
pemimpin menurut pandangan Al-Mawardi dan relevansinya terhadap Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian  ini bersifat deskriptif analitis yaitu penyajian fakta secara sitematis sehingga lebih 
mudah untuk dipahami dan dianalisis kedalam fikih siyasah. Penelitian ini berusaha 
menggambarkan konsep pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi dan relevansinya dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 
2. Sumber data 
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari 
sumber tertulis. Diantaranya adalah kitab, buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang 
penelitian ini. Sumber data meliputi tiga bagian yaitu data primer, data skunder dan tersier. 
a. Sumber Data  Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Al- Qur‟an, Hadis, buku-buku karya Al-
Mawardi, sumber lain yang mengadopsi dari pemikiran Al-Mawardi terutama tentang 
pemilihan pemimpin, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pemilihan Kepala Daerah. 
b. Sumber Data Skunder 
Sumber data skunder adalah sumber data yang digunakan untuk menunjang sumber data 
primer seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal 




c. Sumber Data  Tersier 
Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan 
skunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan 
Ensiklopedi Islam.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu menentukan  fasilitas data dan kualitas 
penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen atau bahan pustaka 
yang merupakan awal dari setiap penelitian. Studi dokumen bagi peneliti meliputi sumber 
primer, sumber skunder dan sumber tersier yang berkaitan dengan konsep pemilihan pemimpin. 
Setiap sumber ini harus diperiksa ulang validitas dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat 
menentukan hasil studi penelitian. 
4. Metode Pengelolahan Data 
Secara umum teknik pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai 
berikut : 
a. Periksaan data (editing) ialah memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan 
diteliti setelah data tersebut terkumpul. 
b. Rekrontruksi data (Recontructing) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis 
sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan 
sebagai tahap akhir dalam proses penelitian. 
5. Metode Analisis Data  
Untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul secara sistematis, penulis 
menggunakan metode Analisis Deskriptif, yaitu suatu metode menganalisis, menggambarkan, 
dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan untuk melihat 
performa data di saat ini atau masa lalu dengan cara menelaah secara teratur dan dilakukan 
secara cermat agar dapat mengambil kesimpulan dari hal tersebut.
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